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MEMUTUSKAN: 

Menetapkan  : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG MONITORING 

DAN EVALUASI PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA 

KEMENTERIAN NEGARA/ LEMBAGA. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan: 

1. Belanja Kementerian Negara/Lembaga yang selanjutnya 

disebut Belanja K/L adalah kewajiban pemerintah yang 

diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih yang 

dikelola oleh kementerian negara/lembaga. 

2. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja 

Kementerian Negara/Lembaga yang selanjutnya disebut 

Monev Pelaksanaan Anggaran Belanja K/L adalah 

rangkaian aktivitas terintegrasi dalam rangka mereviu, 

memantau dan mengevaluasi pelaksanaan anggaran 

belanja pada kementerian negara/lembaga.  

3. Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat 

BUN adalah pejabat yang diberi tugas untuk 

melaksanakan fungsi BUN. 

4. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA 

adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan 

anggaran kementerian negara/lembaga/satuan kerja 

perangkat daerah. 

5. Menteri/Pimpinan Lembaga adalah pejabat yang 

bertanggungjawab atas pengelolaan kementerian 

negara/lembaga yang bersangkutan. 

6. Kementerian Negara/Lembaga adalah Kementerian 

Negara/Lembaga Pemerintah non Kementerian 

Negara/Lembaga Negara. 

7. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang 

selanjutnya disebut Kanwil DJPb adalah instansi vertikal 

Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berada di 

bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur Jenderal 
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Perbendaharaan. 

8. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang 

selanjutnya disebut KPPN adalah instansi vertikal 

Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh 

kuasa dari BUN untuk melaksanakan sebagian fungsi 

kuasa BUN. 

9. Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Satker adalah 

unit organisasi lini Kementerian Negara/Lembaga atau 

unit organisasi pemerintah daerah yang melaksanakan 

kegiatan Kementerian Negara/Lembaga dan memiliki 

kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran. 

10. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran yang 

selanjutnya disebut IKPA adalah indikator yang 

ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN 

untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran 

belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi 

kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas 

pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, 

dan kepatuhan terhadap regulasi. 

 

BAB II 

RUANG LINGKUP, TUJUAN, DAN MANFAAT 

 

Pasal 2 

(1) Monev Pelaksanaan Anggaran Belanja K/L meliputi: 

a. monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan anggaran 

belanja Kementerian Negara/ Lembaga yang 

dilakukan oleh Menteri Keuangan selaku BUN; dan 

b. monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan anggaran 

belanja Kementerian Negara/Lembaga yang 

dilakukan oleh masing-masing Menteri/ Pimpinan 

Lembaga selaku PA. 

(2) Monev Pelaksanaan Anggaran Belanja K/L sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan: 

a. berkala dan menyeluruh sesuai dengan periode 

aktivitasnya; dan 
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b. sepanjang proses dalam siklus pelaksanaan 

anggaran setelah pengesahan dokumen pelaksanaan 

anggaran. 

 

Pasal 3 

(1) Monev Pelaksanaan Anggaran Belanja K/L dilakukan 

untuk menjamin: 

a. efektivitas pelaksanaan anggaran; 

b. efisiensi penggunaan anggaran; dan  

c. kepatuhan terhadap regulasi pelaksanaan anggaran. 

(2) Efektivitas pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf a adalah tercapainya tujuan/sasaran 

program, kegiatan, output belanja sesuai dengan rencana 

yang telah ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan 

anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga, unit 

eselon I, dan/atau Satker secara akurat. 

(3) Efisiensi penggunaan anggaran sebagaimana dimaksud 

pada  ayat (1) huruf b adalah tercapainya tujuan/sasaran 

program, kegiatan, output belanja yang telah ditetapkan 

pada Kementerian Negara/Lembaga, unit eselon I, 

dan/atau Satker dengan penggunaan input yang 

seminimal mungkin. 

(4) Kepatuhan terhadap regulasi pelaksanaan anggaran 

sebagaimana dimaksud pada  ayat (1) huruf c adalah 

pelaksanaan anggaran dan pengelolaan keuangan yang 

dilaksanakan secara tertib dan taat sesuai ketentuan 

yang berlaku pada tingkat Kementerian Negara/Lembaga, 

unit eselon I, dan/atau Satker. 

 

Pasal 4 

(1) Hasil monitoring  dan evaluasi atas pelaksanaan 

anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga yang 

dilakukan oleh Menteri Keuangan selaku BUN 

sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf a, 

digunakan oleh Menteri Keuangan selaku BUN untuk: 

a. evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran; 

b. pengendalian belanja negara; dan 
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c. peningkatan efisiensi anggaran belanja. 

(2) Evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf a diwujudkan dalam 

bentuk pengukuran kualitas kinerja menggunakan IKPA. 

(3) Pengendalian belanja negara sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf b diwujudkan dalam bentuk 

perumusan kebijakan terkait dengan pola ideal 

penyerapan anggaran dan pengendalian/manajemen kas 

pemerintah. 

(4) Peningkatan efisiensi anggaran belanja sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf c, diwujudkan dalam 

bentuk identifikasi potensi inefisiensi Belanja K/L untuk: 

a. peningkatan value for money; 

b. perbaikan kebijakan perencanaan, penganggaran, 

dan penghematan  anggaran; dan 

c. penyediaan ruang fiskal untuk pendanaan program 

prioritas pemerintah. 

 

Pasal 5 

(1) Hasil monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan anggaran 

belanja oleh Menteri Keuangan selaku BUN  sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dan hasil 

monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan anggaran 

belanja oleh Menteri/Pimpinan Lembaga selaku PA 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, 

digunakan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga selaku PA 

untuk: 

a. peningkatan efektivitas pencapaian kinerja. 

b. perbaikan tata kelola penggunaan anggaran. 

c. penilaian kinerja pelaksanaan anggaran pada Satker 

di lingkungan Kementerian Negara/ Lembaga. 

(2) Peningkatan efektivitas pencapaian kinerja sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf  a diwujudkan dalam 

bentuk analisis kinerja penyerapan dan capaian keluaran 

riil program/kegiatan Satker. 

(3) Perbaikan tata kelola pelaksanaan anggaran 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diwujudkan 
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